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Abstract. This research elucidates the relationship between adultery (zina), Article 284 of the Criminal Code 
(KUHP), Islamic law, and the teachings of Hadith. Adultery, as a sexual act outside of lawful marriage, is 
deemed a serious transgression against moral and ethical values within society. Article 284 of the KUHP 
reinforces the prohibition of adultery and provides a legal framework for its enforcement. Conversely, Islamic 
law and Hadith teachings offer a strong moral and spiritual perspective on adultery, affirming its strict 
prohibition and serious consequences for perpetrators. This study also discusses practical measures to avoid 
adultery and the importance of a holistic approach in addressing this issue within society. 
Keywords: Adultery, Article 284,Islamic law, Hadith teachings, moral values,  
 
Abstrak. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara zina, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), hukum dalam Islam, dan ajaran hadis. Zina, sebagai perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah, 
dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Pasal 284 KUHP 
menegaskan larangan terhadap zina dan memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait. Di sisi lain, 
hukum dalam Islam dan ajaran hadis memberikan perspektif moral dan spiritual yang kuat terhadap zina, 
menegaskan larangan yang tegas dan konsekuensi serius bagi pelakunya. Penelitian ini juga membahas langkah-
langkah praktis dalam menghindari zina dan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah ini 
dalam masyarakat. 
Kata Kunci: Perzinahan, Pasal 284, hukum Islam, ajaran Hadits, nilai-nilai moral. 

 

LATAR BELAKANG 

Zina adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk merujuk pada perbuatan 

seksual di luar pernikahan yang sah. Dalam konteks agama Islam, zina merupakan salah satu 

dosa besar yang sangat dihindari karena melanggar aturan moral dan agama. Konsep zina 

secara spesifik ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan pedoman jelas 

mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Secara etimologis, kata "zina" 

berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti luas, termasuk "pelanggaran" atau 

"pengkhianatan". Dalam konteks agama Islam, zina mencakup segala bentuk hubungan 

seksual di luar pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini 

termasuk persetubuhan di luar nikah, perselingkuhan, perzinahan, dan praktik-praktik seksual 

yang dianggap tidak sah menurut ajaran agama. 

Dalam Al-Quran, larangan terhadap zina dinyatakan secara tegas dalam beberapa 

ayat, antara lain dalam Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2. Ayat-ayat ini 

menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan zina sebagai 

bentuk penghormatan terhadap aturan Allah SWT. Konsekuensi perbuatan zina dalam 
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pandangan agama Islam sangat serius, dengan sanksi yang berat bagi pelakunya baik di dunia 

maupun di akhirat. Dalam konteks hadis, Rasulullah SAW juga memberikan penekanan yang 

kuat terhadap larangan zina dan pentingnya menjaga kemurnian moral. Hadis-hadis yang 

mengkaji larangan zina memberikan pemahaman yang mendalam tentang betapa seriusnya 

pelanggaran ini dalam pandangan agama Islam. Rasulullah SAW memberikan nasihat dan 

peringatan kepada umatnya untuk menjauhi perbuatan zina dan memilih jalan yang benar 

dalam menjalin hubungan interpersonal. 

Pergaulan bebas adalah istilah yang merujuk pada praktik interaksi sosial yang bebas 

dari batasan-batasan moral dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks modern, 

pergaulan bebas sering kali mengacu pada gaya hidup yang memungkinkan individu untuk 

menjalin hubungan interpersonal tanpa adanya komitmen yang jelas atau tanpa 

mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku. Pergaulan bebas dapat mengambil 

berbagai bentuk, mulai dari pertemanan tanpa ikatan romantis yang jelas hingga hubungan 

seksual yang tidak terikat oleh pernikahan. Istilah ini sering kali digunakan untuk 

menggambarkan gaya hidup yang mengutamakan kebebasan pribadi dan eksplorasi diri tanpa 

adanya kendala atau pertanggungjawaban moral. 

Dalam masyarakat modern, pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai bagian dari 

perkembangan sosial dan budaya yang mengikuti tren liberalisasi nilai-nilai moral. Beberapa 

orang melihat pergaulan bebas sebagai bentuk ekspresi kebebasan individu dan hak untuk 

menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa campur tangan dari 

aturan-aturan moral yang dianggap kuno. Namun, di sisi lain, pergaulan bebas juga menuai 

kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, terutama dari segi moralitas dan dampaknya 

terhadap stabilitas sosial. Beberapa orang menganggap pergaulan bebas sebagai bentuk 

dekadensi moral yang dapat merusak nilai-nilai tradisional dan mengancam keutuhan institusi 

keluarga. Selain itu, pergaulan bebas juga sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko 

terhadap penularan penyakit menular seksual dan permasalahan kesehatan lainnya. 

Dalam konteks agama, pergaulan bebas sering kali bertentangan dengan nilai-nilai 

moral yang dipegang teguh oleh berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu. 

Agama-agama tersebut menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, menghormati nilai-

nilai keluarga, dan mematuhi aturan-aturan moral yang ditetapkan oleh ajaran agama. Oleh 

karena itu, pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-

nilai agama dan dihindari oleh para penganut agama. Zina dan pergaulan bebas adalah dua 
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fenomena sosial yang memiliki implikasi yang kompleks dalam masyarakat. Zina melibatkan 

perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam, sementara 

pergaulan bebas mengacu pada praktik interaksi sosial yang bebas dari batasan moral dan 

norma-norma sosial. Kedua fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan dan kontroversi 

dalam masyarakat terkait dengan nilai-nilai moral, agama, dan stabilitas sosial. Dengan 

demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep zina dan pergaulan bebas sangat 

penting dalam menjaga moralitas dan keharmonisan masyarakat. 

Zina dan pergaulan bebas merupakan dua fenomena sosial yang telah lama menjadi 

sorotan dalam masyarakat. Kedua hal ini sering kali menjadi perbincangan hangat di 

kalangan agama, hukum, dan masyarakat umum. Dalam konteks Islam, zina dianggap 

sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari karena melanggar ketentuan agama. Di sisi 

lain, dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan zina juga diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 284. Dalam pendahuluan ini, kita akan 

mengeksplorasi larangan terhadap zina dan pergaulan bebas dari perspektif hadis dan Pasal 

284 KUHP, serta implikasinya dalam konteks masyarakat modern. 

Pertama-tama, penting untuk memahami konsep zina menurut ajaran Islam. Zina 

merujuk pada hubungan seksual di luar nikah yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan 

Hadis. Dalam Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang merusak moralitas dan kestabilan 

sosial. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik zina dan memberikan sanksi yang 

keras bagi pelakunya. Hadis-hadis yang mengkaji larangan zina memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan agama Islam. 

Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks larangan zina adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka 

hendaklah dia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga 

kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa 

dapat menjadi perisai baginya." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya institusi 

pernikahan dalam mencegah perbuatan zina. Selain itu, dalam konteks hukum positif 

Indonesia, zina juga diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang 

siapa melakukan perbuatan zina, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan." Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa zina 

merupakan hubungan seksual di luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak 

dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, KUHP secara tegas mengatur sanksi 
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pidana terhadap pelaku zina, meskipun dalam praktiknya penerapan hukum terhadap kasus-

kasus zina dapat bervariasi. 

Dalam konteks masyarakat modern, larangan terhadap zina dan pergaulan bebas 

masih menjadi isu yang relevan. Meskipun nilai-nilai moralitas mungkin telah berubah 

seiring dengan perkembangan zaman, banyak kalangan masih memegang teguh nilai-nilai 

tradisional yang menolak praktik-praktik yang dianggap melanggar norma-norma agama dan 

moral. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih liberal yang memperjuangkan 

kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadinya tanpa campur tangan dari aturan-

aturan moral yang dianggap kuno. Namun demikian, penting untuk diakui bahwa larangan 

terhadap zina dan pergaulan bebas tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik. Terdapat 

berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap 

larangan tersebut. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit atau rendahnya tingkat pendidikan 

dapat memperburuk situasi di mana orang-orang cenderung terlibat dalam praktik-praktik 

yang dianggap melanggar nilai-nilai moral. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan 

pendekatan yang holistik dalam menangani isu zina dan pergaulan bebas. Hal ini termasuk 

upaya-upaya pencegahan melalui pendidikan dan pembangunan karakter, serta penanganan 

kasus-kasus yang melibatkan zina dengan pendekatan yang adil dan berkeadilan. Pendidikan 

agama dan moral sejak dini dapat membantu membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga 

nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam konteks Indonesia, dengan pluralitas agama dan budaya yang ada, penting 

untuk menciptakan dialog antarberbagai pihak untuk mencapai pemahaman yang lebih baik 

mengenai nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan dalam masyarakat. Upaya-upaya 

kolaboratif antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat 

membantu mengatasi tantangan dalam menjaga moralitas dan kestabilan sosial dalam 

masyarakat. Dengan demikian, larangan terhadap zina dan pergaulan bebas dapat dipahami 

sebagai bagian dari upaya untuk menjaga moralitas dan kestabilan sosial dalam masyarakat, 

baik dari perspektif agama maupun hukum. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak dalam masyarakat.  
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METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan analisis mengenai larangan zina dan pergaulan bebas, pendekatan 

kualitatif dengan melakukan review studi literatur menjadi sebuah metode yang berharga. 

Metode ini memungkinkan kita untuk mendalami pemahaman, pandangan, dan temuan 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam konteks larangan zina dan pergaulan bebas. 

Dengan menggali berbagai sumber literatur, baik itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, 

maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, kita dapat merangkum dan menganalisis beragam 

sudut pandang dan pendekatan terhadap masalah ini. Langkah pertama dalam metode ini 

adalah mengidentifikasi tema dan topik penelitian yang akan diselidiki. Dalam konteks 

larangan zina dan pergaulan bebas, tema utamanya adalah aspek-aspek agama, hukum, dan 

sosial yang terkait dengan fenomena tersebut. Topik-topik yang akan dieksplorasi mencakup 

pemahaman agama tentang zina, perspektif hukum terhadap tindakan zina, dampak sosial 

dari pergaulan bebas, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam 

menghadapi larangan zina dan pergaulan bebas. 

Setelah tema dan topik penelitian ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan 

pencarian sumber-sumber informasi yang relevan. Proses pencarian dilakukan melalui 

berbagai database akademik, perpustakaan digital, dan katalog online untuk mengidentifikasi 

buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan larangan zina dan pergaulan 

bebas. Pemilihan sumber informasi dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa sumber-

sumber yang digunakan memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi. Setelah sumber-

sumber informasi terpilih, langkah selanjutnya adalah membaca, memahami, dan merangkum 

isi dari setiap sumber tersebut. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap argumen, 

temuan, dan pendapat yang disajikan oleh para penulis. Informasi-informasi yang relevan 

kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema atau topik tertentu untuk 

memudahkan proses analisis. 

Selama proses analisis, berbagai pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali 

makna-makna yang terkandung dalam sumber-sumber informasi. Pendekatan ini meliputi 

analisis teks, identifikasi pola-pola tematik, dan pengembangan interpretasi atas data yang 

ditemukan. Berbagai perspektif dan sudut pandang dari sumber-sumber literatur yang 

berbeda diperhatikan dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai larangan zina dan pergaulan bebas. Selanjutnya, hasil analisis dari berbagai sumber 

literatur tersebut disusun menjadi sebuah laporan atau tulisan akademik yang sistematis dan 
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terstruktur. Laporan ini akan mencakup pemetaan temuan-temuan utama, analisis terhadap 

berbagai pendekatan dan perspektif, serta kesimpulan yang diambil dari hasil review literatur 

tersebut. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi 

kebijakan, merumuskan pertanyaan penelitian lebih lanjut, atau mengembangkan teori-  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Zina, sebagai perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama, 

telah menjadi perdebatan yang kompleks dalam masyarakat modern. Pada saat ini, terdapat 

kecenderungan di mana zina terasa di normalisasi atau dianggap sebagai bagian yang tak 

terhindarkan dari kehidupan manusia. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi pandangan dan perilaku individu terhadap moralitas seksual. Salah satu faktor 

yang menyebabkan zina terasa di normalisasi adalah perubahan nilai dan norma sosial dalam 

masyarakat modern. Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi pergeseran dalam pandangan 

terhadap moralitas seksual. Globalisasi, teknologi, dan budaya pop yang semakin terbuka 

memengaruhi cara individu memandang hubungan seksual di luar pernikahan. Beberapa 

individu mungkin melihat zina sebagai sesuatu yang lebih toleran atau bahkan dianggap 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan individu dalam menjalani kehidupan 

pribadinya. 

Pengaruh media massa dan hiburan juga berkontribusi dalam proses normalisasi zina. 

Media, seperti film, musik, dan media sosial, memiliki kekuatan besar dalam membentuk 

persepsi dan nilai-nilai masyarakat. Terkadang, zina digambarkan secara glamor atau 

dilemahkan dalam media, yang dapat menyebabkan desensitisasi terhadap praktik tersebut. 

Representasi yang sering kali tidak akurat atau kurangnya penggambaran dampak negatif 

zina dapat membentuk pemahaman yang salah tentang konsekuensinya. Selain itu, perubahan 

dalam budaya seksual juga memainkan peran dalam normalisasi zina. Budaya yang semakin 

terbuka terhadap seksualitas dapat mengarah pada pandangan yang lebih liberal terhadap 

zina. Beberapa individu mungkin percaya bahwa hubungan seksual adalah sesuatu yang bisa 

dilakukan tanpa pertimbangan moral atau komitmen jangka panjang. Pandangan ini 

menciptakan lingkungan di mana zina dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan dijadikan 

sebagai simbol kebebasan seksual. 

Peningkatan individualisme dalam masyarakat modern juga dapat mempengaruhi 

pandangan terhadap zina. Individualisme yang meningkat menekankan pentingnya hak-hak 

individu untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal 
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hubungan seksual. Pandangan ini menyebabkan pemikiran bahwa zina adalah bagian dari hak 

individu untuk mengekspresikan diri tanpa adanya batasan moral yang ketat. Selanjutnya, 

kurangnya pendidikan dan kesadaran mengenai dampak negatif zina juga berperan dalam 

normalisasi fenomena ini. Pendidikan yang kurang mengenai nilai-nilai moral, kesehatan 

seksual, dan konsekuensi sosial dari zina dapat menyebabkan kurangnya kesadaran di 

kalangan masyarakat. Ketika orang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi zina, baik dari 

segi moral, sosial, maupun kesehatan, mereka mungkin cenderung menganggapnya sebagai 

sesuatu yang biasa atau tidak terlalu penting. 

Di samping itu, desensitisasi terhadap agama juga menjadi faktor yang berperan dalam 

normalisasi zina. Penurunan kepatuhan terhadap ajaran agama dan pemahaman yang dangkal 

tentang ajaran agama dapat menyebabkan melemahnya norma-norma moral terkait dengan 

zina dalam masyarakat. Agama sering kali menjadi sumber nilai dan moralitas, dan ketika 

pengaruh agama menurun, norma-norma moral terkait dengan zina juga dapat dilemahkan. 

Meskipun zina terasa di normalisasi dalam beberapa konteks masyarakat modern, penting 

untuk diingat bahwa nilai-nilai moral dan aturan agama masih memainkan peran penting 

dalam membentuk tatanan sosial. Zina, sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma 

moral dan agama, memiliki konsekuensi yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya 

menjaga moralitas seksual dan nilai-nilai keluarga menjadi sangat penting dalam menghadapi 

fenomena ini. 

Dalam pembahasan mengenai larangan zina dan pergaulan bebas, terdapat beragam 

aspek yang perlu dipertimbangkan, baik dari segi agama, hukum, maupun sosial. Dua 

fenomena ini tidak hanya memiliki implikasi moral, tetapi juga dampak yang signifikan 

terhadap stabilitas sosial dan keutuhan institusi keluarga. Dalam konteks pembahasan ini, kita 

akan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan larangan zina dan pergaulan bebas 

serta relevansinya dalam masyarakat modern. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalam pembahasan ini adalah perspektif agama terhadap larangan zina dan pergaulan bebas. 

Dalam agama Islam, zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari karena 

melanggar aturan moral yang ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Quran dan Hadis memberikan 

pedoman yang jelas mengenai larangan zina dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh 

pelakunya. Konsep zina juga ditemukan dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan 

Yahudi, di mana hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, penting untuk memahami perspektif hukum 

terkait dengan larangan zina. Dalam hukum positif Indonesia, zina diatur dalam Pasal 284 
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KUHP yang menyatakan bahwa pelaku zina dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. 

Penerapan hukum terhadap kasus-kasus zina dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor 

seperti bukti yang cukup, proses hukum yang adil, dan pertimbangan hakim. Namun, penting 

untuk diingat bahwa sanksi pidana semata tidak selalu efektif dalam mencegah terjadinya 

zina, dan pendekatan yang holistik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 

Selanjutnya, pembahasan mengenai pergaulan bebas juga merupakan hal yang penting 

dalam konteks larangan zina. Pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai pemicu terjadinya 

zina karena memungkinkan terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam 

masyarakat modern, pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai ekspresi dari kebebasan 

individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya 

batasan moral yang ketat. Namun, dampak dari pergaulan bebas tidak selalu positif, dan dapat 

mengarah pada kerusakan moral, pecahnya hubungan keluarga, dan penyebaran penyakit 

menular seksual. Dalam konteks sosial, larangan zina dan pergaulan bebas juga memiliki 

implikasi yang signifikan. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan 

antarindividu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Stigma sosial terhadap pelaku 

zina atau orang yang terlibat dalam pergaulan bebas juga dapat menyebabkan dampak 

psikologis yang serius, seperti depresi, isolasi, dan kehilangan harga diri. Oleh karena itu, 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan 

konsekuensi dari praktik-praktik ini serta upaya untuk membentuk norma-norma sosial yang 

lebih positif. Selain itu, dalam pembahasan mengenai larangan zina dan pergaulan bebas, 

perlu diperhatikan juga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam menghadapi 

larangan tersebut. Faktor-faktor seperti pendidikan, budaya, kondisi ekonomi, dan lingkungan 

sosial dapat mempengaruhi kepatuhan individu terhadap larangan tersebut. Misalnya, 

lingkungan yang kurang mendukung atau rendahnya tingkat pendidikan dapat meningkatkan 

risiko terjadinya zina dan pergaulan bebas. 

Dalam mengatasi masalah larangan zina dan pergaulan bebas, pendekatan yang holistik 

dan kolaboratif menjadi kunci. Hal ini melibatkan upaya-upaya pencegahan melalui 

pendidikan dan pembangunan karakter, peningkatan kesadaran masyarakat, penerapan hukum 

yang adil, serta pembentukan norma-norma sosial yang positif. Kolaborasi antara pemerintah, 

lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga penting untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung untuk mencegah terjadinya zina dan pergaulan bebas.  

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu pasal 

yang mengatur mengenai perbuatan zina dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pasal ini 

menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan zina, diancam dengan pidana penjara 
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paling lama sembilan bulan." Dalam konteks ini, kaitan antara zina dan Pasal 284 KUHP 

sangat erat karena pasal ini menegaskan bahwa perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran 

hukum yang dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Pasal 284 KUHP mengatur tentang 

perbuatan zina, yang secara umum diartikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan 

yang sah menurut hukum positif. Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap 

norma-norma moral dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 284 KUHP, 

sanksi pidana yang diberikan untuk pelaku zina adalah penjara paling lama sembilan bulan. 

Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara memberikan penilaian yang tegas terhadap 

perbuatan zina, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Kaitan antara zina dan Pasal 284 KUHP memperlihatkan bahwa negara memiliki peran 

yang aktif dalam menegakkan aturan hukum terhadap perbuatan zina. Pasal ini 

mencerminkan sikap negara Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan 

hukum yang mengatur perilaku seksual dalam masyarakat. Dengan adanya Pasal 284 KUHP, 

pelaku zina dapat diadili dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

Indonesia. Namun demikian, penerapan Pasal 284 KUHP dalam praktiknya tidak selalu 

mudah dan sering kali menimbulkan berbagai kontroversi. Terdapat beragam faktor yang 

mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus zina, seperti bukti yang cukup, 

proses penyelidikan yang adil, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain 

itu, terdapat juga perdebatan tentang relevansi sanksi pidana terhadap zina dalam konteks 

masyarakat yang semakin beragam dan modern. 

Dalam beberapa kasus, penerapan Pasal 284 KUHP juga dapat menimbulkan isu terkait 

dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan perlindungan 

terhadap hak-hak individu. Misalnya, terdapat kekhawatiran bahwa sanksi pidana terhadap 

zina dapat menjadi alat penindasan terhadap perempuan atau kelompok minoritas dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam penerapan Pasal 

284 KUHP untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dijamin bagi semua individu. 

Selain itu, kaitan antara zina dan Pasal 284 KUHP juga menyoroti pentingnya pendidikan, 

pencegahan, dan rehabilitasi dalam penanganan kasus-kasus zina. Hukuman pidana saja tidak 

cukup untuk mengatasi masalah zina dalam masyarakat. Diperlukan juga upaya-upaya untuk 

mencegah terjadinya zina melalui pendidikan tentang nilai-nilai moral, pembangunan 

karakter, dan pemberian kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Selain itu, 

perlunya program rehabilitasi bagi pelaku zina juga penting untuk membantu mereka 

memperbaiki perilaku dan mencegah kembali terlibat dalam praktik yang sama di masa 

depan. 
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Kaitan antara zina dan Pasal 284 KUHP juga memperlihatkan kompleksitas dalam 

menangani masalah zina dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap zina perlu dilakukan 

dengan cermat, adil, dan proporsional, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu dan 

prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, diperlukan juga pendekatan yang holistik dalam 

menangani akar permasalahan zina, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan 

ketidakadilan sosial yang dapat menjadi pemicu terjadinya zina dalam masyarakat. Dengan 

demikian, kaitan antara zina dan Pasal 284  KUHP menyoroti pentingnya penegakan hukum, 

pendidikan, pencegahan, dan rehabilitasi dalam menangani masalah zina dalam masyarakat. 

Pasal ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam menegakkan aturan dan nilai-nilai 

moral terkait dengan perilaku seksual dalam masyarakat. Namun demikian, penerapan pasal 

ini juga memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berwawasan luas untuk memastikan 

bahwa keadilan dan kebenaran terwujud bagi semua individu dalam masyarakat. 

Pasal 284 KUHP merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang mengatur 

perilaku seksual di luar pernikahan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan 

agama, hukum tersebut memberikan landasan yang jelas tentang keabsahan perbuatan zina 

dan konsekuensinya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius masalah zina 

sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang ada. Penerapan Pasal 284 KUHP dalam 

praktiknya tidak selalu mudah. Ada berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan 

hukum terhadap kasus-kasus zina. Misalnya, adanya tantangan dalam mengumpulkan bukti 

yang cukup untuk menguatkan dakwaan, terutama karena sifat rahasia dari banyak kasus 

zina. Selain itu, ada juga faktor budaya dan sosial yang memengaruhi bagaimana masyarakat, 

termasuk aparat penegak hukum, menangani kasus-kasus zina. 

Dalam masyarakat yang memiliki budaya yang konservatif, stigma terhadap zina bisa 

sangat kuat. Hal ini dapat membuat korban zina enggan melaporkan kejahatan tersebut 

karena takut akan konsekuensinya yang sosial dan bahkan hukum. Sebaliknya, dalam 

masyarakat yang lebih terbuka, terutama di perkotaan dan di kalangan yang lebih terdidik, 

mungkin ada lebih sedikit stigma terhadap zina, dan korban mungkin lebih termotivasi untuk 

mencari bantuan hukum. Penerapan Pasal 284 KUHP juga menimbulkan pertanyaan tentang 

hak asasi manusia dan keadilan gender. Beberapa kelompok aktivis mengkritik bahwa Pasal 

284 KUHP cenderung menargetkan dan menghukum perempuan lebih keras daripada laki-

laki dalam kasus zina. Ini terkait dengan stigma sosial dan prasangka gender yang masih ada 

dalam masyarakat, di mana perempuan seringkali lebih mudah menjadi sasaran pemantapan 

hukum daripada laki-laki. 
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Tidak hanya itu, ada juga isu-isu terkait dengan perlindungan korban zina. Terkadang, 

korban zina bisa menjadi korban sekunder dari sistem hukum yang keras terhadap zina. 

Mereka mungkin diisolasi atau diucilkan oleh masyarakat setelah kasusnya terbongkar, dan 

ini dapat memperburuk dampak psikologis dari kejahatan tersebut. Penting untuk diingat 

bahwa zina adalah masalah yang kompleks dan banyak dimensi. Meskipun hukuman pidana 

mungkin memiliki peran dalam menekan kasus zina, pendekatan yang lebih holistik dan 

berwawasan jangka panjang diperlukan. Ini termasuk pendidikan tentang seksualitas yang 

sehat dan hubungan yang menghormati, memperbaiki ketidaksetaraan gender, dan 

menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban zina untuk melaporkan kejahatan dan 

mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. 

Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan beragam, diskusi tentang keabsahan Pasal 

284 KUHP dan hukuman pidana untuk zina secara umum menjadi semakin relevan. Beberapa 

mungkin berpendapat bahwa hukuman pidana untuk zina tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai 

dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin maju. Sebaliknya, pendekatan yang lebih 

humanis dan rehabilitatif mungkin lebih efektif dalam mengatasi akar masalah zina dalam 

masyarakat. Namun demikian, pendapat ini juga perlu diseimbangkan dengan pertimbangan 

tentang keadilan dan keamanan masyarakat. Meskipun mungkin ada argumen untuk 

mengurangi sanksi pidana untuk zina, penting untuk memastikan bahwa korban zina tetap 

dilindungi dan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan 

yang mereka lakukan. Selain itu, upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan. Pendidikan 

tentang seksualitas yang sehat, pembangunan karakter, dan penghormatan terhadap nilai-nilai 

moral adalah langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya zina. Masyarakat juga 

perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang mereka anut. 

Dalam menghadapi masalah zina dan penerapan Pasal 284 KUHP, perlu ada 

keseimbangan yang baik antara penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia. Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan 

untuk menghukum pelaku zina, tetapi juga untuk melindungi korban, mencegah terjadinya 

zina  di masa depan, dan mempromosikan nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. 

Ketika membahas zina dalam konteks hukum Indonesia, penting untuk memahami kaitannya 

dengan hukum dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap zina dan 

menegaskan larangan yang kuat terhadap perbuatan tersebut. Hukum dalam Islam, seperti 

yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis, memberikan landasan hukum dan moral yang kuat 

bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi masalah zina. 
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Dalam Al-Quran, zina dinyatakan sebagai dosa besar yang harus dihindari. Surah An-

Nur ayat 2 menyatakan, "Laki-laki yang berzina tidak boleh kawin dengan perempuan yang 

berzina atau penyembah berhala, dan perempuan yang berzina tidak boleh kawin dengan laki-

laki yang berzina atau penyembah berhala. Yang demikian itu adalah hinaan bagi mereka di 

dunia dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan yang besar." Ayat ini menegaskan 

larangan zina dalam Islam dan menyatakan konsekuensi yang serius bagi pelakunya, baik 

dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan bahwa zina tidak hanya 

melanggar norma-norma moral, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas 

keluarga. Oleh karena itu, hukum dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian 

dan kehormatan hubungan seksual dalam batas pernikahan yang  Selain itu, Hadis Nabi 

Muhammad SAW juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang larangan zina dan 

konsekuensinya. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa zina 

adalah salah satu dari enam dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Beliau juga 

menjelaskan bahwa zina merupakan salah satu dosa yang paling berat di hadapan Allah SWT 

dan menegaskan bahwa pelaku zina akan menghadapi hukuman yang keras, baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Dalam Islam, hukum zina tidak hanya berlaku untuk individu yang melakukan 

perbuatan tersebut, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Islam mendorong 

masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya zina, 

seperti menjaga kehormatan diri, menghindari situasi yang memungkinkan terjadinya zina, 

dan menghormati nilai-nilai moral yang diatur dalam agama. Dalam banyak mazhab fiqh 

Islam, hukum zina diatur dengan tegas. Mazhab-mazhab tersebut mengatur tentang syarat-

syarat sahnya hukuman zina, bukti yang diperlukan, serta sanksi yang harus diberikan kepada 

pelaku zina. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam dapat 

mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pasal 284 KUHP tentang zina. 

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa implementasi hukum Islam tidak selalu 

mudah dalam konteks hukum positif Indonesia yang berbasis pada sistem hukum yang lebih 

sekuler. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap 

kasus-kasus zina, seperti bukti yang cukup, prosedur pengadilan yang adil, dan hak-hak 

individu yang harus dihormati. Selain itu, terdapat juga perdebatan tentang relevansi dan 

proporsi sanksi pidana dalam hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Beberapa 

kalangan berpendapat bahwa sanksi pidana terhadap zina mungkin tidak lagi sesuai dengan 

nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang semakin maju. Sebaliknya, pendekatan yang lebih 

humanis dan rehabilitatif mungkin lebih sesuai dalam mengatasi akar masalah zina dalam 



 
 

e-ISSN: 3046-5680; p-ISSN: 3046-6148, Hal 321-338 
 

masyarakat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa hukum Islam tetap menjadi 

sumber nilai dan pedoman bagi umat Muslim dalam menghadapi masalah zina. Meskipun 

masyarakat modern telah mengalami perubahan yang signifikan, prinsip-prinsip moral dan 

etika yang diatur dalam agama Islam tetap relevan dalam membentuk perilaku individu dan 

membentuk tatanan sosial yang harmonis. 

Dalam menghadapi masalah zina, pendekatan yang holistik dan berwawasan luas perlu 

diterapkan. Hal ini melibatkan upaya-upaya pencegahan melalui pendidikan tentang nilai-

nilai moral dan seksualitas yang sehat, pembangunan karakter, serta pengembangan 

lingkungan yang mendukung bagi individu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan 

ajaran agama. Selain itu, perlunya program rehabilitasi bagi pelaku zina juga penting untuk 

membantu mereka memperbaiki perilaku dan mencegah kembali terlibat dalam praktik yang 

sama di masa depan. Dengan demikian, kaitan antara zina, Pasal 284 KUHP, dan hukum 

dalam Islam menyoroti kompleksitas masalah ini dan pentingnya pendekatan yang holistik 

dan berwawasan luas dalam mengatasi masalah  zina dalam masyarakat. Meskipun hukum 

Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi penegakan aturan terkait zina, penerapan 

hukum tersebut dalam praktiknya memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap konteks 

sosial, budaya, dan hukum positif yang berlaku. 

Hadis, sebagai sumber ajaran dan pedoman bagi umat Islam setelah Al-Quran, juga 

memberikan pandangan yang tegas terhadap larangan zina dan konsekuensinya. Dalam 

banyak riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan penegasan yang kuat terhadap 

larangan zina, serta memberikan penjelasan tentang berbagai aspek yang terkait dengan 

perbuatan tersebut. Kaitan antara zina, Pasal 284 KUHP, hukum dalam Islam, dan hadis 

mencerminkan kompleksitas masalah ini dalam konteks agama dan hukum. Salah satu hadis 

yang sering dikutip terkait dengan larangan zina adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada zina yang dilakukan oleh 

seseorang pada saat ia adalah seorang mukmin pada waktu dia melakukan zina, dan dia masih 

memegang agamanya, kecuali akan kembali kepada keadaan yang penuh dengan iman ketika 

ia meninggalkan perbuatan itu." Hadis ini menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang 

sangat serius di mata Islam dan menegaskan bahwa pelakunya akan mengalami penyesalan 

dan menyesal atas perbuatannya. 

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang konsekuensi 

yang akan dihadapi oleh pelaku zina di dunia dan di akhirat. Beliau menyatakan bahwa 

seseorang yang terlibat dalam perbuatan zina akan menghadapi hukuman yang berat di dunia, 

seperti kehilangan kehormatan, reputasi yang buruk, serta kemungkinan sanksi pidana dari 
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pemerintah atau masyarakat. Selain itu, pelaku zina juga akan mengalami siksaan yang pedih 

di akhirat, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai ganjaran atas 

perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Dalam konteks hukum dalam Islam, hadis-hadis 

yang mengatur tentang zina juga memberikan panduan tentang tata cara penegakan hukum 

terhadap pelaku zina. Misalnya, hadis yang meriwayatkan tentang pelaksanaan hukuman 

rajam (hukuman cambuk bagi pelaku zina yang sudah menikah) menegaskan bahwa 

hukuman tersebut harus dilakukan dengan adil dan proporsional, serta harus berdasarkan 

bukti yang cukup dan prosedur pengadilan yang adil. Selain itu, hadis juga memberikan 

panduan tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah 

terjadinya zina. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk menjaga kesucian dan 

kehormatan diri, menghindari situasi yang memungkinkan terjadinya zina, serta memperkuat 

ikatan keluarga dan masyarakat sebagai benteng pertahanan terhadap godaan yang datang 

dari luar. 

Kaitan antara zina, Pasal 284 KUHP, hukum dalam Islam, dan hadis mencerminkan 

pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah zina dalam masyarakat. Hukum 

dalam Islam dan hadis memberikan landasan moral yang kuat bagi umat Muslim dalam 

menjaga kesucian dan kehormatan hubungan seksual, sementara Pasal 284 KUHP 

menegaskan bahwa negara juga memiliki peran yang aktif dalam menegakkan aturan terkait 

dengan zina. Namun, dalam konteks praktiknya, penerapan hukum terhadap kasus-kasus zina 

tidak selalu mudah. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, 

seperti bukti yang cukup, proses pengadilan yang adil, dan hak-hak individu yang harus 

dihormati. Selain itu, terdapat juga perdebatan tentang relevansi dan proporsi sanksi pidana 

dalam mengatasi masalah zina dalam masyarakat modern. 

Dalam menghadapi masalah zina, perlu ada keseimbangan yang baik antara penegakan 

hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penting untuk memastikan 

bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku zina, tetapi juga 

untuk melindungi korban, mencegah terjadinya zina di masa depan, dan mempromosikan 

nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan juga 

perlu ditingkatkan. Pendidikan tentang seksualitas yang sehat, pembangunan karakter, dan 

penghormatan terhadap nilai-nilai moral adalah langkah-langkah penting dalam mencegah 

terjadinya zina. Masyarakat juga perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung bagi individu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. 

Dalam menghadapi masalah zina dan penerapan hukum, penting untuk memperhatikan 

pandangan dan ajaran Islam yang memberikan pedoman moral dan etika. Hukum dalam 
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Islam dan hadis memberikan landasan moral yang kuat bagi umat Muslim dalam menjaga 

kesucian dan kehormatan hubungan seksual, sementara hukum positif dan aturan negara juga 

memainkan peran penting dalam menegakkan aturan dan nilai-nilai moral terkait dengan 

zina. Menghindari zina merupakan komitmen moral dan spiritual yang penting dalam agama 

Islam serta banyak agama lainnya. Ada beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk 

menjaga diri dari terjerumus ke dalam perbuatan zina. 

Pertama-tama, menjaga diri dari situasi yang memungkinkan terjadinya zina merupakan 

langkah awal yang penting. Ini termasuk menghindari tempat-tempat atau aktivitas yang 

dapat memicu godaan seksual, seperti klub malam, pesta yang berlebihan, atau situasi yang 

melibatkan alkohol atau obat-obatan terlarang. Menghindari konten media yang berlebihan 

atau tidak pantas juga dapat membantu menjaga pikiran tetap bersih dan fokus pada hal-hal 

yang positif. Selanjutnya, memperkuat ikatan keluarga dan hubungan yang sehat dengan 

pasangan hidup atau keluarga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap godaan 

zina. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan, serta saling mendukung dalam 

menghadapi cobaan dan godaan, dapat membantu membangun kepercayaan dan kekuatan 

dalam hubungan. Memperkuat hubungan dengan keluarga juga dapat memberikan dukungan 

emosional dan spiritual yang penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Selain itu, 

memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan meningkatkan keimanan merupakan langkah 

penting dalam menghindari zina. Menjalankan ibadah secara konsisten, seperti shalat, puasa, 

membaca Al-Quran, dan berzikir, dapat membantu memperkuat ikatan spiritual dan 

memperkuat kemauan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Membangun hubungan 

yang erat dengan Allah SWT juga membawa rasa kecemasan dan takut kepada-Nya, yang 

dapat menjadi penghalang yang kuat terhadap godaan dan godaan setan. 

Selanjutnya, mengontrol hasrat dan nafsu adalah bagian penting dari menghindari zina. 

Memahami bahwa hasrat seksual adalah bagian alami dari manusia, namun perlu diarahkan 

dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Berlatih penahanan diri 

dan pengendalian diri dalam situasi-situasi yang menantang dapat membantu memperkuat 

kemampuan untuk menolak godaan dan mengambil keputusan yang benar. Selain itu, 

mencari bantuan dan dukungan dari komunitas atau kelompok yang sejalan dengan nilai-nilai 

moral dan spiritual juga dapat membantu dalam menjaga diri dari zina. Bergabung dengan 

kelompok doa atau diskusi agama, atau mencari nasihat dari ulama atau pendeta, dapat 

memberikan dukungan dan panduan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran 

agama. 
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Menjaga kesehatan fisik dan mental juga merupakan bagian penting dari menghindari 

zina. Kesehatan fisik yang baik, termasuk dengan menjaga pola makan yang sehat, 

berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup, dapat membantu menjaga keseimbangan 

hormonal dan emosional dalam tubuh. Demikian pula, menjaga kesehatan mental dengan 

cara seperti meditasi, relaksasi, atau konseling dapat membantu mengatasi stres dan 

kecemasan yang dapat memicu perilaku yang tidak diinginkan. Terakhir, mengembangkan 

rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap diri sendiri dan masyarakat adalah langkah 

penting dalam menjaga integritas moral dan menghindari zina. Memahami konsekuensi dari 

perbuatan zina, baik di dunia maupun di akhirat, dapat membantu memotivasi untuk 

menjauhkan diri dari godaan dan menjaga diri dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. 

Selain itu, membantu orang lain dalam menjaga integritas moral mereka juga dapat 

membantu memperkuat komitmen dan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, menghindari zina bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan 

komitmen, kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh, setiap individu dapat menjaga 

kesucian dan kehormatan diri serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral 

dan spiritual yang diatur dalam agama. 

 

KESIMPULAN 

Dalam menjelajahi pemahaman tentang zina, baik dari sudut pandang hukum positif, 

hukum dalam Islam, dan ajaran hadis, kita menemukan sejumlah kesimpulan yang penting. 

Pertama, zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan etika 

dalam banyak masyarakat, termasuk dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum 

Islam. Larangan terhadap zina telah diatur dalam undang-undang dan ajaran agama sebagai 

bagian dari upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan hubungan seksual serta 

mempertahankan stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat. Kedua, penerapan hukum 

terhadap kasus-kasus zina memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor, 

termasuk bukti yang cukup, prosedur pengadilan yang adil, dan hak-hak individu yang harus 

dihormati. Penegakan hukum harus dilakukan dengan keadilan dan proporsionalitas, sambil 

tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, penting untuk 

memperkuat upaya pencegahan zina melalui pendidikan tentang nilai-nilai moral, 

pembangunan karakter, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Masyarakat juga perlu 

didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk menjalani 

kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang diatur. Keempat, 

pendekatan yang holistik dan berwawasan luas diperlukan dalam menangani masalah zina 
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dalam masyarakat. Hal ini melibatkan upaya-upaya pencegahan, penegakan hukum, 

rehabilitasi, dan penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Semua pihak, 

baik individu, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga agama, memiliki peran yang penting 

dalam menjaga kesucian dan kehormatan hubungan seksual serta mempromosikan keadilan 

dan kebenaran dalam masyarakat. 
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